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memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam.® Salah satu kompetensi absolut pengadilan
agama adalah membatalkan perkawinan poligami yang tidak sehat. Seperti
perkawinan poligami yang melanggar ketentuan Undang-undang, karena dalam
melakukan  poligami  ada  kelenluan peraturan  Perundang-undangan yang
mewajibkan seorang suami mengajukan permohonan izin herpoligami denpan
salah satunya mensyaratkan adanya izin atau persetujuan dari isteri terdahulu dan
pengadilan agama.

Namun kenyataan yang banyak terjadi suami tidak mengindahkan aturan
tersebut. Suami justru memalsukan identitasnya dengan mengaku jejaka agar
dapat menikah lagi. Karena poligami yang dilakukan tanpa adanya izin isteri dan
tanpa melalui pengadilan agama merupakan perbuatan melanggar hukum yang
dapat merugikan salah satu pihak dan dapat merusak keharmonisan rumah tangga.
Salah satu pihak merasa ditipu oleh pihak lamnya karena ia tidak memperoleh
hak-hak yang telah ditentukan oleh hukum sebagai seorang isteri. Akibatnya bisa

jadi salah satu pihak tidak sanggup melanjutkan perkawinannya atau kalaupun

¢ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 49.






Mengingat dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum
baik bagi suami ataupun isteri dan keluarganya masing-masing, maka pcmbatalan
perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan agama yang membawahi
tempat tinggal mereka. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan
perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar pengadilan agama.’

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan adalah:

a. Para keluarga dalam gasis ketwunan lurus ke atas dan ke bawah dari
suami dan isteri,

b. Suami atau isteri.

c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut
Undang-undang.

d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam
rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67."°
Berpangkal dar1 Undang-undang yang menetapkan persyaratan yang tidak

mudah untuk dipenuhi begitu saja, maka sebagaimana kasus yang terjadi di
Pengadilan Agama Yogyakarta pembatalan perkawinan terjadi karena suami

menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin isteri pertama dan pengadilan agama

° A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet. ke-6,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), him. 236,

1° Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 73.
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Kemudian karya ilmiah lain yang penyusun jumpai yaitu: “Pembatalan
Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan idenfitas Isteri (Studi Putusan Perkara
Nomor 76/ PDT.G/ 1995/ PA. PWT.)” yang mengangkat kasus pembatalan
perkawinan karena isteri diketahui masih terikat perkawinan dengan pria lain.
Kepada pencatat perkawinan ia mengaku masih gadis atau perawan, jadi dalam
melaksanakan perkawman 1a memalsukan identitas agar terlepas dari peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Dalam karya ilmiah ini dipaparkan
pembuktian dan dasar pertimbangan hakun dalan memutus perkara.'’ Namun
dari sekian banyak karya ilmiah yang mengangkat mengenai pemhatalan
perkawinan di atas, kasus yang dikaji berbeda dengan yang penyusun bahas.

Sedangkan karya ilmiah yang membahas mengenai pembatalan
perkawinan poligami ada yang telah mengangkat bahasan tersebut, dan karya
ilmiah yang penyusun temukan yaitu: “Pembatalan Perkawinan Poligami dengan
alasan adanya penggunaan Akta Cerai Palsu”, tapi obyek penelitian, kasus yang
terjadi, serta pembahasan yang dilakukan berbeda, karena pembahasan dalam
karya ilmiah tersebut lebih menitik beratkan pada penggunaan akta cerai palsu
oleh suami serta analisis yang lebih berbicara mengenai penggunaan akta cerai

palsu serta dampak yang ditimbulkannya.'* Selain itu obyek penelitian dilakukan

13 Awaludin Nur Imawan, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Ideatitas
Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor 76/PDT.G/1995/PA.PWT.)”,
skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

4 Ahlan Suhefi, “Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penggunaan
Akta Cerai Palsu Oleh Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor









13

epada pemohon yang bersangkutan (Pasal 14

yerkawinan poligami oleh Pengadilan Agama
dak sesuai dengan ketentuan hukum yang
1 yang didasarkan pada peraturan perundang-
at.

Adapun kemaslahatan umat dijadikan sebagai dasar dapat dibatalkannya
perkawinan poligami yang melangga ketenluan-ketentuan hukum, dikarenakan
perkawinan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya suatn mudarat hagi salah
satu isteri yang merasa dirugikan, bisa juga terhadap pihak-pihak lain yang
mempunyai ikatan perjanjian dengan perkara tersebut. Maka pada prinsipnya
suata kemudaratan ita harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fighiyyah yang
berbunyi:

zod| j B JA‘

Dalam masalah pembatalan perkawinan mi didasarkan pada kemaslahatan,
walaupun ada yang dirugikan yaitu para pthak yang perkawinannya dibatalkan.
Prinsip hukum Islam dalam hal im antaia ketentuan yang mencegah dengan

ketentuan yang menghendaki dilaksanakannya suatu perbuatan meskipun di

M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him. 184.

? Asjmuni A Rahman, Qaidah-qaidah Fiqih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him. 85.
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Penelitian yang penyusun lakukan bersifat deskriptif analitik,
selain memberikan gambaran yang ccrmat mcngenai kasus pembatalan
perkawinan karena tidak adanya izin isteri juga memberikan analisis
terhadap kasus pembatalan perkawinan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian
a. Yuridis
Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti pada semua tata
aturan perundang-uudangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur
masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai alasan pembatalan
perkawinan pada khususnya serta tata aturan beracara di lembaga
peradilan khususnya di pengadilan agama.
b. Normatif
Yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan
yang ditetapkan sesuatu dengan berdasarkan kepada teks-teks al-
Qur’an dan al-Hadis, kaidah usuliyah serta pendapat para Ulama yang
ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
4. Metode Pengumpulan Data
a. Wawancara
Yaitu memperoleh data atan keterangan-keterangan melahu
wawancara dengan mengambil responden dari hakim yang ditentukan

langsung oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun hakim yang
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ditunjuk langsung oleh Pengadilan Agama Yogyakaita untuk
membantu penyusun dalam penclitian ini adalah Bapak Drs.
Nashruddin Salim, S.H, M.H.
b. Dokumentasi
Yaitu penelusuran dokumen dengan cara memperoleh data
dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara
pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta.
5. Analisis Data
Analisis yang dignnakan adalah analisis knalitatif dengan metade
berfikir sebagai berikut:
a. Induktif
Yaitu pola penalaran yang berpangkal pada kaidah-kaidah
khusus untuk inelakukan penelitian terhadap peristiwa yang bersifat
umum. Pengolahan data secara induktif ini penyusun gunakan untuk
menganalisa data-data yang diperoleh dari wawancara dan
dokumentasi data-data yang dianalisa sedemikian rupa sehingga
mendapatkan sebuah kesimpulan yang umum.
b. Deduktif
Yaitu menganalisis data-data umum, kemudian dari data-data

umum itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.? Dengan

2 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), I 36.
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1. Kemudian dilanjutkan pada sub bab ketiga

embatalan perkawinan, dan sub bab keempat

perkawinan poligami.

n perkara pembatalan perkawinan poligami

ikti-bukti yang diajukan, dan pertimbangan

im di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang
pembatalan perkawinan poligami karena tidak adanya izin isteri.

Bab keempat menerangkan tentang analisis terhadap putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta mengenai pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin
isteri yang berisi analisis terhadap alasan pembatalan perkawinan, analisis
terhadap pembuktian dan alasan yang diajukan, dan analisis terhadap
pertimbangan hukum pembatalan perkawinan.

Bab kelima merupakan penutup meliputt kesimpulan dan saran-saran yang

dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran yang diperlukan.



BABY

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah penyusun menguraikan serta menganalisis pembatalan perkawinan
po]iééami karena tidak adanya izin isteri melalu skripsi ini, maka penyusun
menyimpulkan:

1. Perkawinan poligami tanpa izin ister: dan pengadilan agama secara hukum
positif dipandang tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum,
karena perkawinan poligami tersebut telah melanggar ketentuan hukum
perkawinan kita, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 1
Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah yang mengatur ‘tentang
perkawinan. Sehingga menyebabkan perkawinan tersebut dapat
dibatalkan. Sebagaimana putusan Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap
Perkara Nomor 159/ Pdt. G/ 2006/ PA. Yk, tentang putusan pembatalan
perkawinan karena tidak adanya izin isteri. Dengan berdasarkan bukti
tulisan (surat), keterangan saksi-saksi, persangkaan, serta tidak hadirnya
para Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan
tanpa alasan yang sah dan hal itu dianggap oleh hakim sebagai sebuah
pengakuan dari para Termohon, maka perkawinan yang kedua tersebut
layak dibatalkan secara verstek, dan pembuktian perkara tersebut telah

sesuai baik dan segi yuridis maupun normatif.
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mengeluarkan surat agar diperoleh kejelasan tentang keabsahan surat-surat
tersebut atau agar diperoleh fakta-fakta yang sebenarnya.

. Kepada pihak-pihak atau aparat terkait dengan masalah kemasyarakatan,
penyusun menyarankan agar secara berkala mengadakan penyuluhan
kepada masyarakat tentang masalah-masalah perkawinan dan melakukan
sosialisasi Undang-undang perkawinan, supaya masyarakat dalam
melangsungkan perkawinan tidak melanggar peraturan Perundang-
undangan yang telah ditetapkan.

. Adapun sebagai masukan terakhir bagi pengadilan agama penyusun
mengusulkan agar dalam surat putusan, hendaknya dicantiimkan dalil-dalil
Syar’i yang dijadikan landasan atau pertimbangan hukum dalam memutus
perkara, selain Perundang-undangan yang ada. Hal ini demi tercapainya
supremasi hukum di pengadilan agama sebagai pengadilan khusus bagi
umat Islam dan demi tercapainya keadilan yang benar-benar berlandaskan

kepada hukum Islam.
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LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN

Halaman

Terjemahan

11

13

14

14

17

20

21

22

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya i1alah Dia
menciptakan untukmu isteri-ister1 dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua,
tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan
dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau
budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Kemudaratan harus dihilangkan.

| Menghindarkan kerusakan harus didahulukan daripada

mengambil kemaslahatan.

Apabila bertentangan dua mafsadat, maka cermati mana
yang lebih besar mudaratnya, dan kerjakan yang lebih







29

31

18

20

22

35

Islam dan ia memiliki sepuluh isteri pada masa jahiliyah,
maka masuk Islamlah semua isteri bersamanya, maka
Rasulullah saw. menyurubnya untuk memilih empat dari

mereka (isteri-istert).

Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi
dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan
dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.

Dan dari Umi Salamah ra. Bahwasannya ketika Rasulullah
saw. Mengawininya, Beliau tinggal padanya tiga hari, dan
Beliau bersabda: “ sesungguhnya hal ini bukan merupakan
penghinaan  terhadap keluargamu, jika kamu mau, ku
genapkan tujuh hari untukmu, dan jika aku genapkan tujuh
hari padamu, tentu akupun harus menggenapkan tujuh hari
pada isteri-isteriku yang lain.”

Wahai para pemuda barangsiapa diantara kamu yang sudah
mempunyai kemampuan baik secara lahir maupun batin,
maka menikahlah, sesungguhnya dengan menikah lebih
menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan
barangsiapa yang belum sanggup untuk itu maka
hendaknya berpuasa.

Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talaknya yang
kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya
hingga dia kawin dengan suami yang lain.




36

37

44

50

52

36

37

53

73

80

Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu,
dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang |

perempuan.

Akad yang memberikan faidah kepemilikan sesuatu yang
wenyendngkdn dengan sengaja. »

Akad yang mengandung pemilikan wati’ (bersetubuh).
dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna
dengannya.

Akad yang semata-mata untuk bersenang-senang dengan
kenikmatan perempuan.

Alkad yang diucapkan dengan lafax nikah atou taswiy untuk

memperoleh manfaat bersenang-senang.

Tinggalkanlah sesuatu perbuatan yang meragukanmu,
kepada sesuatu perbuatan yang tidak meragukanmu.

Menetapkan hukum yang ada menurut keadaan yang ada.

Dan janganlah kamu i hati terhadap apa yang
dikarunigkan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak
dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada
bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para
wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan,
dan mohonlah kepada Allah sebagian dan karumia-Nya,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
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Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasth dan sayang.

Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi
dua, tiga, atau empar. Kemudian jika kamu takut tidak akan
dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau
budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Kemudaratan harus dihilangkan.

Menghindarkan kerusakan harus didahulukan daripada
mengambil kemaslahatan.

Apabila bertentangan dua mafsadat, maka cermati mana
yang lebih besar mudaratnya, dan kerjakan yang lebih
ringan mudaratnya.

Dan bergaulah dengan mereka secara patut.

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,
maka (kawinilah) seorang saja.

Hai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang
fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti,
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu




83

86

15

19

kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan
kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya
dengan  bhenar, dan janganlah penulis enggan

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang
lelaki diantaramu.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamm orang-
orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi
karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri dan
kerabatmu.







ri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat
steri.

utama heristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlakn adil
p isteri-isteri dan anak-anaknya.
1 syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami
g beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56

yang hendak Deristeri lebih dari sam orang harus mendapat izin dan
ilan Agama.

1an permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara
mana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

inan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan
, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

padilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang euami yang akan
yih dari seorang apabila:

r tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.

1 mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

1 tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

yarat utama yang disebut Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin
lan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal
1g-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

nya persetujuan isteri.

nya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperiuan hidup isteri-isteri
Anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975, persetujuan isteri atau Isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau
dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini
dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetuyjuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang
suami apabila istenn atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya
dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari
isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang
perlu mendapat penilaian Hakim. '



Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin
untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur
dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang
pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan
dipersidangan Pengadilan Agama, dan terbadap penetapan ini isteri atau suami dapat
tcugajukan banding atau kasasi.

Pasal 82

(1) Suami yang mempunyai isteri lebih dan seorang berkewajiban memberi tempat
tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut
besar kecilnya jumlah kelnarga yang di tanggung masing-masing isteri, kecuali
jika ada perjanjian perkawinan.

(2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam
sati tempat kediaman

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia
wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

a. Ada atan tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi,

1alah:

- Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

- Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;

- Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. Ada atau tidaknya persetwjuan dan isteri, baik persetyjuan lisan maupun
tertulis, apabila persetwjuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu
harus diucapkan didepan sidang Pengadilan.

¢. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup
isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhhatkan:









tahun 1976-1981, Hakim pada tahun 1981-1986, Wakil Ketua Pengadilan Agama
pada tahun 1986-1992, Ymt. Ketua Pengadilan Agama pada tahun 1987-1989 dan
sebagai Ketua Pengadilan Agama pada Tahun 1992-sekarang. Selain itu beliau juga
mempunyai pengalaman mengajar yaitu sebagai: Guru Diniyah pada tahun 1967-
1969, Guru SMP/MTs tahun 1970-1975, Dosen UII pada tahun 1979-1982, Dosen
UNIS pada tahun 1982-1988, Dosen IIM tahun 1989-1994, Dosen UNISRI tahun
1986-1992, Pimpinan Fakultas Syar{’ah IIM tahun 1Y88-1993, Dosen IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta tahun 1993-sekarang.

M. Djamil Latief

Beliau dilahirkan di Kranggeukuh Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 1
Agustus 1929. memperoleh gelar sarjana pada tabun 1975 di Universitas Islam
Jakarta dibawah himhingan Prof. Dr. M. Hazairin pada tabun 1955, beliau tclah
diangkat menjadi pegawai pada Biro Peradilan Agama Departeman Agama di Jakarta.
Pada tahun 1961 beliau diangkat menjadi pengawas Peradilan Agama Jawa Barat dan
Jakarta Raya, kemudian menjadi Kepala Inspektorat Peradilan Agama Jawa Barat dan
Jakarta Raya, menjadi Kepala Jawatan Peradilan Agama DKI Jakarta, kemudian
menjadi Kepala Inspeksi Peradilan Agama DKI Jakarta. Pernah menjadi Kepala
Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta, selanjutnya
pada tahun 1981 beliau menduduki jabatan Direktur Agama Islam pada Sekolah
Umum Negeri Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam De
partemen Agama.






8. Apakah poligami tidak seizin isteri atau pengadilan bisa disebut tindak pidana
karena telah melanggar hukum /Perundang-TIndangan yang telah ditetapkan?

9. Apakah ada cara agar perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari isteri
dan pengadilan agama itu menjadi sah secara hukum?

10. Perkawinan merupakan perbuatan hukum, maka dengan adanya pembatalan
perkawinan tentunya membawa akibat hukum, lalu bagaimana penyelesaian

masalah ini?
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